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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. BKSDA Kabupaten Berau telah melaksanakan perannya dalam
melakukan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi dengan
melaksanakan langkah Pre-emptif, Preventif, Represif, dan Pemulihan
serta melakukan kerjasama dengan lembaga Kepolisian dan Central for
Orang utan Protection. Hanya saja pada langkah preemtif yang dilakukan
oleh BKSDA masih kurang efektif untuk memberikan sosialisasi atau
penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting ekosistem satwa liar
yang dilindungi sebagai keanekaragam hayati yang mempunyai fungsi
ekologi, sehingga perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten
Berau sampai sekarang masih terjadi.

2. Dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi
BKSDA menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya satwa liar dalam suatu keanekaragamaan
hayati untuk menjaga fungsi ekologi satwa liar yang dilindungi, serta
masih Kkurangnya sarana dan prasarana BKSDA dalam melakukan

pengendalian terhadap satwa liar yang dilindungi.

51



52

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. BKSDA perlu melibatkan masyarakat sekitar dalam melakukan
pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten
Berau, agar langkah preemtif dapat berjalan maksimal.

2. BKSDA perlu meningkatkan fasilitas atau sarana prasarana untuk
dapat melakukan pengendalian terhadap satwa liar yang dilindungi
seperti alat transportasi yang digunakan oleh petugas BKSDA dalam
melakukan pemantauan di perkampungan dan kandang untuk
menampung satwa liar yang dilindungi

3. BKSDA perlu selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan COP di
dalam pengendalian perdagangn dan pengembalian satwa liar yang

dilindungi ke habitatnya.
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